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Perusahaan dagang sering memakai perjanjian baku dalam melakukan
perjanjian atau transaksi dengan konsumen. Salah satu yang menerapkan perjanjian
baku yaitu UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Permasalahan yang ada pada UD
tersebut yaitu kontrak perjanjian tidak dipaparkan seluruh isinya secara jelas kepada
konsumen, sehingga pihak konsumen rawan dirugikan karena tidak dilibatkan
dalam perumusan isi perjanjian. Pokok masalah yang akan diteliti yaitu tentang
bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa
beli perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang
dilakukan di UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data
primer yaitu pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya dan konsumen. Sumber data
sekunder yaitu berupa buku, dokumen, jurnal penelitian, artikel, internet, dan lain
sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu metode
yang berdasar pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dilakukan analisis
sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.

Ditinjau dari perspektif fikin muamalah, akad ini belum sepenuhnya
memenuhi ketentuan fikih muamalah terkait asas akad. Hukum akadnya yaitu jika
transaksi perjanjian itu sudah saling diketahui oleh kedua belah pihak, maka
hukumnya sah. Tetapi, jika salah satu pihak tidak mengetahui terkait perjanjian
akadnya dan tidak ada upaya aktif dari pihak UD CKA Kroya untuk memberi tahu
maka status hukumnya dianggap tidak sah. Dan jika pihak konsumen tidak
mengetahui adanya perjanjian yang apabila terlambat membayar barang akan
ditarik dan uang tidak dikembalikan maka status hukumnya dianggap tidak sah
serta tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, karena
perjanjian tersebut dianggap telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu pada
syarat subjektif dan bertentangan dengan norma kepatutan dalam asas kebebasan
berkontrak.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Akad Sewa Beli,
Fikih Muamalah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seorang atau satu pihak
berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini sesuai dengan pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.! Oleh karena itu, perjanjian berlaku
sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengaitkan diri yang
mengakibatkan timbulnya suatu hubungan yang dinamakan dengan perikatan
antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya,
perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perjanjian disebut sebagai akad.
Secara bahasa akad adalah ikatan.? Dalam a/-Qur’an antara lain disebutkan

dalam surat al-Maidah ayat 1:

250 1851 W4T 2 g

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad (perjanjian diantara
kamu)...”®

Secara terminologi, akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan

kabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum pada

! Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 2004), him. 338.

2 Ghufron A. Mas Adi, Figih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), him. 75.

3 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (JaKarta:
Diponegoro, 2000), him. 120.



objeknya. Dalam bermuamalat baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, atau
melakukan perjanjian kerjasama, tidak diperkenankan ada kezaliman antara
satu sama lain dalam hal apapun sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam
membagi kerangka transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi pada dua kategori,
yaitu transaksi yang berpijak atas keadilan, yang meliputi transaksi pertukaran
dan transaksi kerjasama dan transaksi yang berpijak atas asas kedermawanan
dan manfaat.*

Dalam dunia perdagangan sekarang, yang dijalankan dalam berbagai
bentuk bisnis, perjanjian merupakan pegangan utama dalam menjalankan
bisnis, baik secara tertulis atau tidak tertulis sebagai landasan dasar bagi para
pihak untuk menjamin pelaksanaan perjanjian bisnis. Perjanjian tidak tertulis
biasanya lazim digunakan untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan
perjanjian tertulis, lazimnya berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya
kompleks. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan antara
para pihak yang menginginkan tercapainya suatu kesepakatan bersama.® Dalam
perjanjian, asas kebebasan berkontrak merupakan bagian dari sebuah perjanjian
dan merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu. Asas
kebebasan berkontrak tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang
berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1)

KUHPer memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

4 Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah (Y ogyakarta,
Global Pustaka Utama, 2004), him. 25.
5 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Jakarta: Kencana, 2010), him. 2.



1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. ©

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPer
menyiratkan adanya 3 (tiga) asas yang seyogyanya ada dalam perjanjian.
Pertama, mengenai terjadinya perjanjian asas yang disebut konsensualisme,
artinya menurut KUHPer perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya
persetujuan kehendak antara para pihak (consensus, consensualisme). Kedua,
tentang akibat perjanjian, bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang
mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1338
ayat (1) KUHPer yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara
para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan
perjanjian tersebut. Ketiga, tentang isi perjanjian sepenuhnya diserahkan para
pihak (contracts-vrijheid atau partijautonomie) yang bersangkutan.’

Asas kebebasan berkontrak memberikan pengertian bahwa para pihak
mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat
perjanjian, menentukan isi perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun,
pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian.®
Walaupun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan model

perjanjian diberbagai perusahaan perdagangan yang cenderung dianggap tidak

® Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), him. 8-10.

7 Mukhidin, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku dan
Perjanjian Kredit”, Jurnal Repertorium, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017, him. 111.

8 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2019), him. 90.



seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena posisi yang lebih lemah hanya
sekedar menerima isi perjanjian atau menolak isi perjanjian yang sudah
ditentukan.

Perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk
formulir dan ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang
perekonomiannya lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah
perekonomiannya biasa disebut perjanjian baku.® Inti dari perjanjian baku
tersebut adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dan
didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak
hanya mengisikan data-data yang bersifat informatif dengan sedikit atau tanpa
perubahan pada klausula-klausula yang ada, tanpa dibicarakan terlebih dahulu
dengan pihak lain yang mana pihak lain hanya diminta untuk menerima atau
menolak isi perjanjian tersebut. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut
tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan juga pihak yang lebih
lemah dalam keadaan tertekan yang memaksa mereka untuk bersikap menerima
atau tidak (take it or leave it).*°

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya harus dibuat berlandaskan pada
asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan
seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses

negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis

® Salim HS, Hukum Perjanjian Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), him. 90.

10 Niru Anita Sinaga, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku
Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 1, Tahun
2018, him. 3.



bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu
pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah
ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir
tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk
melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang
demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar.*

Dalam praktik biasanya terdapat klausul-klausul yang berat sebelah
dan merugikan pihak yang lebih lemah posisinya. Klausul-klausul tersebut
biasanya dicetak dengan huruf kecil, bahasa yang kurang jelas artinya, tulisan
yang juga susah dibaca, kalimatnya komplek dan ditempatkan ditempat-tempat
yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak bahkan ada yang
ketentuan atau klausul-klausulnya tidak dibacakan sepenuhnya, hanya intinya
saja. Sehingga kasus seperti ini bisa saja merugikan pihak konsumen sebagai
pihak yang lebih lemah posisinya.

Dalam perusahaan dagang, sering juga memakai perjanjian baku dalam
melakukan perjanjian sewa beli untuk konsumen. Di antara perusahaan dagang
yang menggunakan perjanjian baku adalah UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang
terletak di Jalan Yos Sudarso No. 8 Karangmangu, Kroya. Produk UD. Cipta
Karya Abadi Kroya berupa perabotan dapur yaitu panci serbaguna. UD. Cipta
Karya Abadi Kroya merupakan bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah

membeli barang perabotan manufaktur yang berupa panci serba guna dan

11 Admin, https://m.hukumonline.com, Diakses pada Tanggal 20 November 2020, 10.30
WIB.



menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah
kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh
dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional.

Dalam promosi penjualannya, UD. Cipta Karya Abadi Kroya
menawarkan perabotan dapur dengan cara door to door kemudian
memperlihatkan kepada konsumen mengenai barang yang sedang
dipromosikan disertai tes pemakaian barang tersebut. Sistem seperti ini biasa
disebut sebagai demo yang dilakukan oleh sales.** Namun, dalam promosi yang
dilakukan sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya tidak sepenuhnya menjelaskan
mengenai ketentuan dalam kredit panci sehingga para konsumen awam tidak
sepenuhnya paham mengenai ketentuan kredit tersebut. Dalam surat perjanjian
sewa beli UD. Cipta Karya Abadi Kroya tertera bahwa jika konsumen macet
dalam pembayaran kredit maka panci akan ditarik dan uang yang sudah
dibayarkan selama angsuran berjalan tidak dapat dikembalikan. Sedangkan,
beberapa konsumen yang awam tidak paham akan ketentuan perjanjian ini,
dikarenakan pihak sales tidak memberi penjelasan detail dan tidak memaparkan
surat perjanjian sewa beli UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Dalam perjanjin sewa
beli disini, termasuk dalam akad ijarah, karena merupakan pemindahan hak
guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan

kepemilikan atas barang tersebut. 1*

12 Wawancara pra penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November
2020.

13 Wawancara pra penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November
2020.

14 Wawancara dengan Ibu Nur (Konsumen) pada tanggal 30 November 2020.



Dalam Islam, salah satu asas untuk melakukan transaksi muamalah
yakni adanya kerelaan para pihak atau biasa disebut dengan asas kesukarelaan,
asas ini mengandung makna bahwa dalam setiap hubungan perdata atau setiap
akad harus dilakukan dengan bebas dan sukarela. Kebebasan berkehendak yang
melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan yang harus diperhatikan. Asas ini
juga mengandung arti bahwa selama teks al-Qur’an dan sunnah Nabi
Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak
bebas untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.'® Adapun
sumber dari asas ini, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa (4)

ayat 29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*®

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah
yang dilakukan secara batil dan memberikan pemahaman tentang upaya untuk
mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam
transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.t’

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dilakukan

berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak

15 Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, him. 22.

16 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an, him. 83.

1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar llmu Hukum dan tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), him 133.



para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau
pihak lain.*® Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan
jiwa dalam setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat wujudnya
semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad, hal ini tidak dapat terpenuhi,
maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.
Maka, dalam melakukan perjanjian kredit akad sewa beli harus menggunakan
prinsip saling rela atau kesukarelaan antara pihak satu dengan yang lainnya
sesuai dengan teori hukum Islam khususnya dalam fikih muamalah.

Dari latar belakang di atas, ditinjau dari aturan KUHPer dan aturan
Islam asas kebebasan berkontrak merupakan suatu hal yang fundamental dalam
suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini untuk
memahami bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian
kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih
muamalah, sehingga akad yang terjadi antara para pihak tidak menimbulkan
kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
penulis terdorong mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian
dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian
Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD.

Cipta Karya Abadi Kroya)”.

18 Tim Redaksi fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia,
2008), him. 18.



B. Definisi Operasional
Beberapa konsep kunci dalam rumusan masalah yang perlu mendapat
penjelasan secara operasional agar memiliki gambaran nyata tentang wujud
konsep tersebut dalam tataran praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering
juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-
luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan
mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338
ayat (1) KUHPer, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian,
yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti
itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.*
2. Akad Sewa Beli
Perjanjian (akad) sewa beli merupakan suatu perjanjian timbal balik
dan merupakan perjanjian innominaat.?® Akad sewa beli yaitu jual beli
barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara

memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan

19 Rahmani, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, Jurnal
Ekonomi Islam UlI, Vol. 2, No. 1, Tahun 2008, him. 100.

20 Janal Bawarodi, “Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Lex
Privatum, Vol. 11, No. 3. Tahun 2014, him. 12.
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pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat
dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari
penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli
kepada penjual. Perjanjian sewa beli ini dilakukan dengan menjual barang
tertentu, dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan
pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati dan tertera
dalam suatu perjanjian, yang kemudian hak milik ditentukan atas benda
tersebut apabila sudah dibayar lunas atas barang tersebut oleh pembeli.

Dalam hal ini sewa beli merupakan gabungan dari dua konstruksi
hukum, yaitu sewa-menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan
objek sewa beli tidak mampu dibayar oleh penyewa sesuai kesepakatan,
maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa, akan tetapi apabila
barang itu angsurannya telah lunas maka barang itu menjadi objek jual beli,
baru kemudian hak milik dapat beralih.?* Dalam Islam akad sewa beli
dikenal juga dengan akad al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik.?>
UD. Cipta Karya Abadi Kroya

UD. Cipta Karya Abadi Kroya adalah usaha dagang yang bergerak

di bidang manufaktur perabotan dapur, yaitu panci serbaguna, yang terletak
di Jalan Yos Sudarso No. 8 Karangmangu, Kroya. UD. Cipta Karya Abadi
Kroya kegiatan utamanya adalah membeli barang perabotan manufaktur

yang berupa panci serbaguna dan menjualnya kembali dengan tujuan

Grafika,

21 Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
2008), him. 128.
22 Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2004), him. 47.
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memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual.
Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan

biaya distribusi dan operasional.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit
akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya?

2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit
akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih
muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak
pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya.
b. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak pada
perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam

perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis yang diperoleh dari

penelitian ini yaitu :
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a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi masyarakat tentang asas kebebasan berkontrak di dalam
perjanjian kredit khususnya dalam usaha dagang. Sebagai pijakan dan
referensi serta acuan pada penelitian-penelitian dan bahan kajian lebih
lanjut serta menambah khazanah dalam keilmuan muamalah.
Khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang
berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian
kredit.
b. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan serta menambah ilmu pengetahuan
serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan akademisi pada
umumnya mengenai asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian
kredit khususnya dalam usaha dagang agar berguna sebagai bahan
perbandingan khususnya pihak yang akan melakukan sewa beli.
E. Kajian Pustaka
Dalam membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian
kredit khususnya dalam usaha dagang, maka penulis menelaah kembali terkait
dengan permasalahan tentang asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit
dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang sangat mendukung dalam
permasalahan tersebut guna melengkapinya. Berikut beberapa penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak serta dijelaskan
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perbedaan berkenaan dengan fokus penelitian yang peneliti teliti. Diantaranya
sebagai berikut:

Skripsi  Sigit Santoso Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penerapan
Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan”. Menjelaskan
bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut adalah mengenai
bagaimana pelaksanaan penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian
pemborongan dalam pembangunan rehabilitasi jalan simpang sedayu antara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sepenuhnya terpenuhi atau tidak
asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan tersebut. Sedangkan
perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti,
skripsi ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian
pemborongan sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas
kebebasan berkontrak pada pernjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam
usaha dagang.?

Skripsi Rafika Ramela Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan judul “Tinjauan
Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum
Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)”,

menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut

23 Sigit Santoso, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan”,
Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).
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adalah perjanjian jual beli yang dibuat diluar dari ketentuan hukum islam maka
jual belinya menjadi batal. Tujuannya adalah untuk menilai asas kebebasan
berkontrak yang terdapat pada pasal 1493 KUHPer dengan konsep akad dalam
hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga
objek yang akan diteliti, skripsi ini membahas tentang asas kebebasan
berkontrak pada perjanjian jual beli menurut hukum islam dan hukum positif.
Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan
berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha
dagang.?*

Skripsi Rizki Khairunisa Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Penerapan
Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Murabahah di BMT al-Hasanah
Sekampung”, menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi
ini yaitu memaparkan pembuatan akad pembiayaan murabahah oleh BMT al-
Hasanah Sekampung dilakukan dengan cara sederhana sehingga dalam akad
atau kontrak pembiayaan murabahahyang telah ditentukan secara sepihak tidak
bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak
komersial. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana asas kebebasan
berkontrak ini diterapkan pada pembuatan akad di Lembaga Keuangan Syariah
khususnya pada model pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya

adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti, skripsi ini

24 Rafika Ramela, “Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)”, Skripsi
(Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).
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membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam akad
murabahah di BMT, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan
asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya
dalam usaha dagang.?

Tri Mulyani dalam Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, dengan
judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli
Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan oleh Wanprestasi”,
penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum tentang penerapan asas
kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dikaitkan dengan batalnya
suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Tahapan penelitian melalui
penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji,
meneliti, dan menelusuri data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada
pokok permasalahannya. Jurnal ini membahas tentang asas kebebasan
berkontrak dalam jual beli dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan
oleh wanprestasi. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas
kebebasan berkontrak pada pernjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam
usaha dagang.?®

Maria Anggita Dian Pramestie dalam Jurnal Repertorium, dengan judul
“Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian

Kredit”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi

25 Rizki Khairunisa, “Penerapan Asas Bebas Berkontrak dalam Akad Murabahah di BMT
al-Hasanah Sekampung”, Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Metro, 2018).

% Tri Mulyani, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli
Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi”, Jurnal Hukum Media
Justitia Nusantara, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016, him. 40.



16

asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank
Rakyat Indonesia (persero), Tbk, di Surakarta. Penelitian ini termasuk
penelitian hukum sosiologi satau empiris yang bersifat deskriptif. Jurnal ini
membahas tentang bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam
perjanjian pemberian kredit, sedangkan permasalahannya terletak pada
implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pemberian perjanjian kredit
yang dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang tidak dapat
diimplementasikan. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan
asas kebebasan berkontrak pada pernjanjian kredit akad sewa beli khususnya
dalam usaha dagang.?’

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan
penelitian yang akan kami teliti yakni tentang asas kebebasan berkontrak.
Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada
penerapan asas kebebasan berkontrak serta mekanisme perjanjian kredit akad
sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Dengan demikian, penjelasan
tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang penulis teliti ini belum
pernah diteliti. Di sini, penulis mencoba meneliti lebih dalam dengan
mengambil sudut padang yang berbeda yaitu mengadakan penelitian di UD.

Cipta Karya Abadi Kroya.

2 Maria Anggita Dian Pramestie, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam
Perjanjian Pemberian Kredit”, Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 2, Tahun 2017, him. 110.
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Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian

penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penulis

menyusun tabel sebagai berikut:

Nama Judul Persamaan Perbedaan

Sigit Santoso | Penerapan Sama-sama | Penelitian Sigit santoso
Mahasiswa Asas membahas | menjelaskan tentang
Fakultas Syari’ah | Kebebasan tentang asas | bagaimana  pelaksanaan
dan Hukum | Berkontrak kebebasan | penerapan asas kebebasan
Universitas Pada berkontrak | berkontrak pada perjanjian
Negeri (UIN) | Perjanjian pemborongan dalam
Sunan Kalijaga | Pemborongan pembangunan rehabilitasi
Yogyakarta. jalan simpang sedayu
antara Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bantul
dengan PT. Maju Sarana
Mulya sedangkan skripsi
penulis membahas tentang
penerapan asas kebebasan
berkontrak pada perjanjian
kredit akad sewa beli
khususnya dalam usaha
dagang perspektif fikih

muamalah.
Rafika Ramela | Tinjauan Sama-sama | Penelitian Rafika
Mahasiswa Terhadap membahas | menjelaskan tentang asas
Fakultas Syariah | Asas tentang asas | kebebasan berkontrak
jurusan Kebebasan kebebasan | pada perjanjian jual beli
Muamalah Berkontrak berkontrak | yang dibuat diluar dari
Institut  Agama | menurut ketentuan hukum islam
Islam Negeri | Hukum Islam dan hukum positif,
Sunan  Ampel, | dan  Hukum sedangkan skripsi penulis
Surabaya Positif (Studi membahas tentang
Komparasi penerapan asas kebebasan
antara Hukum berkontrak pada perjanjian
Islam dan kredit akad sewa beli
Pasal 1493 khususnya dalam usaha
KUHPer) dagang perspektif fikih

muamalah.
Rizki Khairunisa | Penerapan Sama-sama | Penelitian Rizki
Mahasiswa Asas membahas | Khairunisa membahas
Fakultas Syariah | Kebebasan tentang asas | tentang bagaimana asas
jurusan Hukum | Berkontrak kebebasan berkontrak ini




18

Ekonomi Syariah | dalam  Akad | kebebasan | diterapkan pada
Institut Agama | Murabahah di | berkontrak | pembuatan akad di
Islam Negeri | BMT al- Lembaga Keuangan
Metro Hasanah Syariah khususnya pada
Sekampung model pembiayaan
murabahah.  Sedangkan
skripsi penulis membahas
tentang penerapan asas
kebebasan berkontrak
pada perjanjian kredit akad
sewa beli  khususnya
dalam usaha  dagang
perspektif fikih muamalah.
Tri Mulyani | Penerapan Sama-sama | Penelitian  Tri  mulyani
dalam Jurnal | Asas membahas | membahas tentang asas
Hukum  Media | Kebebasan tentang asas | kebebasan berkontrak
Justitia Berkontrak kebebasan | dalam jual beli dengan
Nusantara Dalam berkontrak | batalnya suatu perjanjian
Perjanjian yang disebabkan oleh
Jual Beli wanprestasi. Sedangkan,
Dikaitkan skripsi penulis membahas
dengan tentang penerapan asas
Batalnya kebebasan berkontrak
Suatu pada perjanjian kredit akad
Perjanjian sewa  beli  khususnya
Disebabkan dalam usaha dagang
Oleh perspektif fikih muamalah.
Wanprestasi
Maria  Anggita | Implementasi | Sama-sama | Penelitian Maria Anggita
Dian Pramestie | Asas membahas | Dian Pramestie membahas
dalam Jurnal | Kebebasan tentang asas | tentang bagaimana
Reportorium Berkontrak kebebasan | implementasi asas
dalam berkontrak | kebebasan berkontrak
Perjanjian dalam perjanjian
Pemberian pemberian kredit,
Kredit sedangkan

permasalahannya terletak

pada implementasi asas
kebebasan berkontrak
dalam pemberian
perjanjian  kredit yang
dikategorikan sebagai
kegagalan implementasi

kebijakan yang tidak dapat
diimplementasikan.
Sedangkan, skripsi penulis
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membahas tentang
penerapan asas kebebasan
berkontrak pada perjanjian
kredit akad sewa beli
khususnya dalam usaha
dagang perspektif fikih
muamalah.

Tabel.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar
materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan
supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya
mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah,
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca
kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah sejarah,
pengertian, dasar hukum asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak
dalam KUHPer; ketentuan akad sewa beli meliputi: pengertian, unsur-unsur,
asas-asas akad dalam fikih muamalah, pengertian, dasar hukum, rukun dan
syarat akad sewa beli.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah

jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian.
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Bab keempat analisis yang berisi tentang hasil penerapan asas
kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta
Karya Abadi Kroya perspektif fikih muamalah.

Bab kelima merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian ini
yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan pada
bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena
menjadi  jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran

dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Guna menjawab rumusan masalah mengenai penerapan asas kebebasan
berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli perspektif fikin muamalah,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UD. Cipta Karya Abadi Kroya melakukan promosi penjualan berupa
perabotan dapur secara door to door kemudian memperlihatkan barang
beserta harganya kepada konsumen yang dipromosikan, disertai tes
pemakaian barang tersebut. Perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta
Karya Abadi Kroya tertuang dalam bentuk dokumen, akan tetapi sering
tidak disampaikan kepada konsumen. Konsumen yang diwawancarai
terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori yang aktif bertanya kepada sales
tentang keterlambatan pembayaran, kategori yang tidak menanyakan
ketentuan jika terlambat membayar namun tepat waktu dalam membayar
dan kategori tidak menanyakan serta terlambat dalam membayar. Uang
yang telah masuk tidak dapat dikembalikan, sehingga membuat konsumen
awam yang acuh terhadap ketentuan perjanjian merasa dirugikan. Hal ini
menjadikan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut
tidak terpenuhi karena pihak sales tidak memberi penjelasan secara detail
dan terkadang tidak memaparkan isi dari surat perjanjian akad sewa beli.

Sedangkan dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai
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kedudukan yang seimbang dalam membuat perjanjian, menentukan isi
perjanjian, pelaksanaan, serta persyaratannya.

. Dalam perspektif fikih muamalah, perjanjian kredit yang dilakukan UD.
Cipta Karya Abadi Kroya telah memenuhi beberapa unsur akad dalam
Islam. Namun, karena isi surat perjanjian sewa beli tidak dijelaskan kepada
konsumen yang akan membeli produk, maka perjanjian tersebut tidak
sesuai dengan esensi prinsip syariah dan tidak memenuhi asas kebebasan
berkontrak, di mana semua pihak diberi kebebasan dalam menjalin sebuah
perikatan dan bebas dalam menentukan bentuk kontraknya. Di sini hanya
pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang mengetahui seluruh persyaratan,
sedangkan konsumen tidak mengetahuinya. Padahal salah satu prinsip
muamalah adalah adanya kerelaan para pihak. Tentu terdapat pelanggaran
asas kebebasan berkontrak secara batil, di mana konsumen yang merasa
dirugikan karena sebelumnya tidak mengetahui ketentuan adanya penarikan
barang tanpa pengembalian uang, serta batas maksimal keterlambatan
pembayaran. Sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan atas dasar
suka sama suka tanpa ada pihak yang terzalimi. Dalam hal ini, dapat
disimpulkan bahwa akad yang dilakukan antara para pihak belum
sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih muamalah terkait asas akad. Hukum
akadnya yaitu jika transaksi perjanjian itu sudah saling diketahui oleh kedua
belah pihak, maka hukumnya sah. Tetapi, jika salah satu pihak tidak
mengetahui terkait perjanjian akadnya dan tidak ada upaya aktif dari pihak

UD CKA Kroya untuk memberi tahu maka status hukumnya dianggap tidak
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sah. Dan jika pihak konsumen tidak mengetahui adanya perjanjian yang
apabila terlambat membayar barang akan ditarik dan uang tidak
dikembalikan maka status hukumnya dianggap tidak sah serta tidak sesuai
dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, karena perjanjian
tersebut telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu pada syarat subjektif
dan Dbertentangan dengan norma kepatutan dalam asas kebebasan

berkontrak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberi saran

sebagai berikut:

1. Bagi pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya seharusnya memberitahu pihak
konsumen mengenai isi dari surat perjanjian sewa beli, karena tidak semua
konsumen teliti dan paham terhadap isi surat perjanjian.

2. Bagi konsumen yang akan membeli suatu produk sebaiknya lebih aktif
untuk bertanya kepada pihak penjual tentang bagaimana ketentuan

perjanjian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
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